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Abstract 

The purpose of this study is to discuss the responsiveness and transparency of the Yogyakarta City 

government in handling complaints in the 2013-2019 period. This study uses the theory of responsiveness and 

transparency in the delivery of public services. The research method used is qualitative with a case study approach. 

The results of the study show that the responsiveness and transparency of the Yogyakarta City government in 

handling complaints has not been maximized. In terms of responsiveness, it is indicated by the existence of 

complaints that have not been followed up by the government and the discovery of complaints that have the wrong 

destination (wrong address). Then, the Yogyakarta City government also has not created effective communication 

to coordinate resolving complaints involving several agencies/SKPD. Meanwhile, from a transparency standpoint, 

the Yogyakarta City government does not provide indicators of complaints that can be followed up by the 

Yogyakarta City Government. So that this causes the community not to know the criteria for complaints that can 

be followed up by the Yogyakarta City government. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk membahas responsivitas dan transparansi pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam menangani keluhan dalam rentang waktu 2013-2019. Penelitian ini menggunakan 

teori responsivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responsivitas dan transparansi pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani keluhan belum 

maksimal. Dari sisi responsivitas ditandai dengan adanya keluhan yang masih belum ditindaklanjuti 

oleh pemerintah dan ditemukannya keluhan yang salah tujuan (salah alamat). Kemudian, pemerintah 

Kota Yogyakarta juga belum menciptakan komunikasi yang efektif untuk berkoordinasi menyelesaikan 

keluhan yang melibatkan beberapa instansi/ SKPD. Sementara dari sisi transparansi, pemerintah Kota 

Yogyakarta tidak memberikan indikator-indikator keluhan seperti apa yang dapat ditindaklanjuti oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kriteria 

keluhan yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Yogyakarta. 

Key Words :  Responsivitas, Transparansi, Penanganan Keluhan.
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Pendahuluan 

Penelitian ini membahas tentang 

rensponsivitas dan transparansi 

pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

menangani keluhan. Penulis memilih 

menganalisis hal tersebut dikarenakan 

belum pernah ada yang membahas 

mengenai transparansi dan responsivitas 

pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

menangani keluhan. Lebih lanjut, Studi 

(Nurhidayati, 2019)menemukan bahwa 

UPIK mampu membantu pemerintah 

dalam mengidentifikasi ataupun 

memahami kebutuhan masyarakat, 

menyusun agenda dan skala prioritas, 

membuat dan mengembangkan program 

sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat, meningkatkan tanggung 

jawab atas pelayanan yang diberikan, dan 

meningkatkan komitmen aparat 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Penelitian sebelumnya yang 

menjadi referensi penulis adalah penelitian 

Nourmanita (2016) menyatakan bahwa 

kinerja pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

penyediaan saluran penanganan keluhan 

masyarakat sudah baik dan memenuhi 

ekspektasi masyarakat dalam memberikan 

pelayanan publik. Hal tersebut juga terlihat 

dari berbagai penghargaan yang diraih 

oleh UPIK dalam pengembangan 

penyediaan layanan keluhan sebagaimana 

yang telah peneliti paparkan sebelumnya. 

Namun demikian, masih ditemukannya  

kelemahan dan Hambatan dalam 

pelaksanaan UPIK seperti kurangnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) profesional 

yang memadai untuk mengelola UPIK 

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang dilaporkan; hambatan teknis 

seperti hardware dan software pada masing-

masing SKPD/unit kerja; serta tidak semua 

keluhan mampu diselesaikan dalam waktu 

2x24 jam karena layanan UPIK 24 jam 

namun petugas atau SKPD hanya terbatas 

sesuai dengan jam kerja kantor; kurangnya 

sosialisasi atas sistem UPIK diawal 

keberadaanya; adanya budaya “ewuh 

pakewuh” masyarakat dalam mengkitik 

pejabat masih melekat pada masyarakat 

(Nourmanita, 2015) Dengan demikian, 

penulis ingin membahas terkait 

transparansi dan responsivitas pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam menangani 

keluhan, mengingat penelitan sebelumnya 

belum ada yang membahasnya. 

Walikota Yogyakarta membentuk 

Unit Pelayanan Informasi dan Pengaduan 

(UPIK) pada tahun 2003 melalui Sertifikat 

Nomor 86 sebagai wadah yang 

menampung berbagai informasi atau 

masukan dari masyarakat yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan publik di Kota Yogyakarta. 

Yogyakarta dianggap sebagai pelopor 

dalam penyediaan teknologi informasi dan 

komunikasi guna memediasi antara pelaku 

negara dan non-negara serta 

memperdalam partisipasi (Fatonie et al., 

2016).  

UPIK  yang dibentuk oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta ini juga 

bertujuan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang partisipatif, 

transparan, dan responsif. Pemerintahan 

yang partisipatif merupakan 

penyelenggaraan pemerintahan termasuk 

penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan melibatkan masyarakat. 

Sebagaimana dengan yang disebutkan oleh 

Albert Hirschman dalam (Ratminto & 

Winarsih, 2009) menjelaskan bahwa 

pelayanan publik yang baik atau 

berkualitas harus melibatkan masyarakat 

dan menerapkan mekanisme exit dan 

mekanisme voice atau salah satunya. 

Mekanisme exit memungkinkan 

masyarakat untuk memilih organisasi 

penyelenggara layanan publik sebagai 
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klien (pelanggan/calon pelanggan). 

Sedangkan mekanisme suara 

memungkinkan warga untuk 

mengkomunikasikan ketidaksenangannya 

dengan penyedia layanan publik.. Tujuan 

diterapkannya mekanisme voice dalam 

pelayanan publik adalah untuk 

menciptakan pelayanan yang berkualitas 

dengan melibatkan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sehingga pelayanan yang diberikan benar-

benar sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat. 

Purwanto dalam (Setianingrum, 

2020) menyatakan bahwa bentuk 

keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dapat 

berupa complaint (keluhan). Keluhan 

merupakan ungkapan publik yang timbul 

karena adanya ketidakpuasan atas suatu 

produk atau pelayanan (Putra et al., 2021).  

Keluhan (complaint) dapat diartikan 

sebagai ungkapan masyarakat yang 

disebabkan oleh adanya ketidakpuasan 

atas suatu produk atau jasa pelayanan 

(Brennan & Douglas, 2002; Reiboldt, 2003). 

Keluhan mencerminkan kebutuhan untuk 

perbaikan kualitas, kuantitas, kecepatan 

layanan, dan kinerja pemberi layanan 

(Adekunle et al., 2015). Melalui keluhan, 

masyarakat dapat memosisikan dirinya 

sebagai costumer yang memiliki hak untuk 

dilayani dengan layanan prima (Et.al, 

2021). Selanjutnya, masyarakat dapat 

memanfaatkan keluhan untuk mengontrol 

kebijakan, program maupun berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.  

Penanganan keluhan (Complaint 

Handling) yang efektif sangat membantu 

organisasi untuk mengetahui peluang 

dalam mengatasi kelemahan dan 

kekurangannya dalam memberikan 

layanan(Brennan & Douglas, 2002) 

Penanganan keluhan yang efektif tentunya 

tidak terlepas dari pemerintahan yang 

responsif dan transparan. Artinya, dalam 

menangani keluhan pemerintah dituntut 

untuk tanggap dan menindaklanjuti 

berbagai keluhan yang masuk agar 

pemerintah dapat mengetahui berbagai 

persoalan yang dihadapi masyarakat dan 

mencarikan alternatif solusi terbaik atas 

permasalahan tersebut. Selaras dengan 

yang diungkapkan oleh Kumorotomo 

dalam (Dwiyanto, 2011) bahwa salah satu 

kriteria untuk menilai pelayanan publik 

yang baik adalah daya tanggap untuk 

mempertanggungjawabkan 

penyelenggaraan pelayanan publik secara 

transparan. 

Responsivitas mengacu pada 

kemampuan pemerintah atau organisasi 

dalam mengenali kebutuhan masyarakat 

dan menjadikannya dasar dalam 

pengambilan keputusan atau kebijakan 

serta dasar dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik (Dwiyanto, 2017; Hobolt 

& Klemmensen, 2008)Sementara itu 

menurut (Grimmelikhuijsen et al., 2017) 

menjelaskan bahwa transparansi mengacu 

pada tiga hal yaitu : mengenai keinginan 

masyarakat untuk mengetahui kinerja 

pemerintah dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan, serta 

ketersediaan informasi yang dapat diakses 

dengan mudah oleh masyarakat (Wu et al., 

2017). Terkait dengan penanganan 

keluhan, responsivitas dan transparansi 

mengacu pada kemampuan pemerintah 

atau organisasi dalam mengetahui 

permasalahan atau kekurangan yang 

ditemukan masyarakat dalam pelayanan 

publik dan menyelesaikan permasalahan 

tersebut sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan.  

Studi (Aurumbita & Rachmawati, 

2013; Setianingrum, 2020; Yuwono et al., 

2017) menyatakan bahwa UPIK dapat 

membantu pemerintah daerah dalam 
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mengenali kebutuhan masyarakat, 

menyusun agenda dan skala prioritas, 

mengembangkan program berdasarkan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat, 

meningkatkan tanggung jawab atas 

pelayanan yang diberikan, serta 

meningkatkan komitmen aparatur dalam 

melayani masyarakat. Dilihat dari 

penyediaan layanan keluhan, tentunya 

Kota Yogyakarta telah menyediakan 

layanan publik dengan baik. Pemerintah 

Kota Yogyakarta telah menyediakan 

layanan dengan berbagai akses, baik dari 

yang konvensional hingga yang modern 

atau digital (online). Penyediaan tersebut 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

kota Yogyakarta yang belum semuanya 

mahir dalam menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi. Hal tersebut 

terlihat dari Namun, dari sisi penanganan 

keluhan dapat dikatakan masih lemah. Hal 

tersebut dilihat dari masih adanya pesan 

yang belum direspon yang dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 1. 

Jumlah Pesan Masuk dan Jumlah Pesan 

Yang Belum Ditindaklanjuti Pada Periode Tahun 

(Januari 2013 – 01 September 2019 

Tahun 
Jumlah Pesan 

Masuk 

Jumlah Pesan 

Belum 

Ditindak 

Lanjuti 

2013 821 23 

2014 4.689 103 

2015 3.998 68 

2016 4.082 50 

2017 3.042 47 

2018 2.076 112 

2019 628 100 

Sumber : Diskominfo, 2019 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 

pada setiap tahunnya pada kurun waktu 

(2013 – 2019) masih ditemukan pesan 

masyarakat (keluhan) yang belum 

ditindaklanjuti. Sementara itu, masyarakat 

tidak mengetahui indikator pesan seperti 

apa yang akan atau tidak ditindaklanjuti. 

Lebih lanjut, pemerintah tidak 

memberikan alasan yang jelas kepada 

masyarakat terkait pesan (keluhan) yang 

tidak ditindaklanjuti. Tentunya hal ini 

tidak sesuai dengan ketentuan merespon 

dan menindak lanjuti pesan sebagaimana 

yang terdapat dalam Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Informasi dan Keluhan Pada 

Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan 

(UPIK) Kota Yogyakarta, yaitu batas waktu 

maksimal untuk merespon keluhan 

masyarakat yaitu 6 kali 24 jam sejak 

keluhan diterima. Berdasarkan fakta yang 

ditemui dilapangan penulis tertarik untuk 

menganalisis lebih lanjut terkait masih 

adanya pesan yang belum ditindaklanjuti 

oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada 

UPIK dengan fokus kajian transpransi dan 

renponsivitas pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam menangani keluhan. 

Tinjauan Pustaka 

Complaint Handling (Penanganan 

Keluhan) 

Keluhan dapat muncul disebabkan 

oleh : 1) Ketidakpuasan pelanggan dengan 

barang dan jasa; 2) kegagalan perusahaan 

jasa untuk memenuhi harapan pelanggan; 

dan 3) reaksi lambat petugas layanan 

terhadap keluhan klien. Selanjutnya, 

(Brewer, 2007; Hertzum, 2022) menjelaskan 

bahwa  keluhan muncul karena warga 

negara mendapatkan perlakuan yang tidak 

semestinya atau kasar, kelalaian, 

kesalahan, kekurangan, 

ketidakkonsistenan, petunjuk yang 

menyesatkan, prosedur yang tidak jelas 

atau menunjukkan ketidakadilan dalam 

urusannnya dengan pejabat pemerintah.  



 

 
 
 

Try Syeftiani dan Mar Atun Saadah / Publika : JIAP Vol. 9 No. 1 / 2023  103 

Dari penjelasan  diatas dapat 

diketahui bahwa keluhan masyarakat 

dalam pelayanan publik disebabkan oleh 

sikap dan tindakan aparat/ petugas 

pemberi layanan yang buruk dalam 

memberikan layanan, standar dan 

prosedur pelayanan yang tidak jelas, serta 

ketidakadilan dalam memberikan 

pelayanan yang pada akhirnnya 

menimbulkan kekecewaan dan 

ketidakpuasan bagi masyarakat.  

Menurut (Haida et al., 2014) 

keluhan sering dianggap sebagai suatu hal 

yang buruk bagi organisasi, sehingga tidak 

dipungkiri bahwa banyak pihak 

(organisasi) yang menutupi dan 

mengabaikan keluhan. Tidak selamanya 

keluhan (complaint) bernilai negatif, 

keluhan juga dapat memberikan nilai 

positif bagi organisasi. Beberapa manfaat 

(nilai postif) dari keluhan (complaint) antara 

lain : (1) Mampu memberikan informasi 

bagi organisasi mengenai kelemahan atau 

kekurangannya dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan; (2) Sebagai 

alat introspeksi diri bagi organisasi, agar 

senantiasa responsif dan mau 

mendengarkan ‘’suara” dan 

memperhatikan “pilihan” pelanggan; (3) 

Memberikan kemudahan bagi organisasi 

untuk meningkatkan mutu pelayanan; (4) 

Memperkuat rasa kepercayaan dan 

kesetiaan pelanggan kepada organisasi; (5) 

Menuntut penyedia layanan untuk bekerja 

dengan baik dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Penanganan keluhan yang efektif 

tidak hanya memberikan kepuasan pada 

pelangan, melainkan dapat memberikan 

kontribusi yang cukup besar pada 

peningkatan kinerja penyedia layanan 

maupun terhadap pelayanan publik itu 

sendiri. Penangan keluhan yang efektif juga 

dapat mencegah terjadinya gap pelayanan 

antara penyedia dan penerima layanan. 

Menurut (Kotler & Keller, 2016) cara 

menangani pengaduan (keluhan) yang 

efektif adalah : (a) Menyediakan media 

untuk menerima keluhan; (b) 

Menghubungi pelanggan; (c) Menerima 

keluhan tanpa membenci pelanggan yang 

menyampaikan keluhan; (d) Menempatkan 

pegawai (petugas) yang empati untuk 

melayani pelanggan; (e) Menyelesaikan 

keluhan pelanggan secepat mungkin 

Setiap organisasi memiliki cara 

yang berbeda-beda dalam menangani 

keluhan. Hal ini tergantung pada model 

penanganan keluhan yang digunakan oleh 

organisasi itu sendiri. Untuk menangani 

keluhan, organisasi harus memberikan 

kualitas pelayanan terbaik kepada 

masyarakat. Organisasi juga perlu 

membentuk regulasi yang jelas untuk 

memberikan jaminan berupa kepastian 

waktu bagi masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan maupun 

wewenang untuk menyelesaikan keluhan 

itu sendiri, jika keluhan yang disampaikan 

oleh masyarakat tersebut membutuhkan 

komunikasi dan koordinasi dari beberapa 

instansi. Pramusinto (2013) berpendapat 

bahwa mekanisme penanganan keluhan 

(complaint handling mechanism) harus 

memenuhi prasyarat sebagaimana berikut : 

(1) Mudah diakses baik secara struktural, 

kultural, dan politis; (2) Murah biaya dari 

sisi pemerintah dan pengguna jasa layanan; 
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(3) Prosesnya sederhana; (4) 

Mekanismenya jelas (baik prosedur 

maupun aturannya); (5) Menjamin 

keamanan warga (dijaga kerahasiaannya 

dan tidak dianggap sebagai pencemaran 

nama baik; (6) Menjamin kenyamanan 

warga (tidak dianggap sebagai warga yang 

rewel atau cerewet); (7) Responsif (ada 

kejelasan batas waktu merespon dan ada 

laporan kemajuan terhadap pengelolaan 

keluhan); dan (8) Menjamin keluhan 

tersebut untuk menjadi input dalam 

perbaikan kebijakan dan pelayanan publik. 

Penjelasan mengenai prasyarat 

mekanisme penanganan keluhan diatas, 

penanganan keluhan dalam setiap 

organisasi akan terlaksana dengan efektif 

jika memenuhi prasyarat tersebut. 

Organisasi (pemerintah) yang responsif 

adalah pemerintah yang mampu memberi 

tanggapan dengan cepat dan tepat 

terhadap berbagai keluhan yang telah 

disampaikan oleh masyarakat. Keluhan 

yang telah diterima tidak hanya sekedar 

ditampung, melainkan segera 

ditindaklanjuti dan diberikan alternatif 

solusi yang paling baik. Selain itu, melalui 

keluhan instansi (organisasi) dapat 

memberikan manfaat yang baik bagi 

organisasi, yaitu organisasi dapat 

memperbaiki kinerja dalam memberikan 

pelayanan. 

Responsivitas Penanganan Keluhan 

dalam Pelayanan Publik 

Zeitmal Parasuraman & Berry 

dalam  (Wulandari & Utomo, 2021) 

menjelaskan bahwa responsivitas 

merupakan salah satu instrumen yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

suatu organiasasi, termasuk organisasi 

publik. Hasil pengukuran kinerja akan 

menunjukkan kualitas pelayanan yang 

duberukan, sebagaimana yang 

disampaikan bahwa “service quality is a 

complecs topic, as seen by the need for a 

defenition containing five dimensions : tengibel. 

Reability, responsiveness, assurance and 

empaty”. (Kualitas pelayanan adalah hal 

kompleks, yang dilihat dari keinginan 

untuk menjelaskan lima dimensi antara 

lain : ketampakan fisik (tengibel), reabilitas 

(reability), daya tanggap/ responsivitas 

(responsiveness), kepercayaan (assurance), 

dan empati (empaty). Dwiyanto dalam 

(Desvita Anggraini Wulandari dan Is Hadri 

Utomo, 2017) menjelaskan bahwa 

responsivitas adalah kemampuan birokrasi 

untuk mengetahui dan mengenali 

kebutuhan masyarakat, merancang 

agenda, dan prioritas pelayanan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Kemudian, (Ekaabi et al., 2020) 

menekankan bahwa responsivitas sangat 

diperlukan dalam pelayanan publik karena 

hal tersebut sebagai bukti bagi organisasi 

yang memiliki kemampuan untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, 

menyusun agenda dan prioritas pelayanan 

serta mengembangkan program-program 

pelayanan publik yang sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  

Berdasarkan pendapat pakar 

mengenai responsivitas, penulis 

menyimpulkan bahwa responsivitas 

adalah kemampuan organiasasi atau 

pemerintah sebagai pemberi pelayanan 

dalam mengetahui dan mengenali 

kebutuhan dan harapan masyarakat 
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melalui permasalahan yang sedang 

berkembang dimasyarakat.  

Hardiansyah dalam (Marpaung, 

2021) menyebutkan bahwa memastikan 

indikasi untuk mengukur daya tanggap 

cepat, tepat, akurat, dan tepat waktu, dan 

bahwa polisi menanggapi semua 

pengaduan. Sedangkan Dwiyanto (2008) 

menjelaskan indikator ketanggapan 

pelayanan publik, seperti ada ataupun 

tidaknya pengaduan dari masyarakat, 

sikap yang ditunjukkan oleh aparatur 

birokrasi dalam menanggapi pengaduan 

dari masyarakat, pengaduan dari 

masyarakat dijadikan pedoman bagi 

organisasi untuk perbaikan 

penyelenggaraan pelayanan untuk 

kedepannya, dan berbagai tindakan 

aparatur birokrasi untuk memberikan 

kepuasan pelayanan.. 

Dalam penelitian ini untuk 

mengukur responsivitas penanganan 

pengaduan penulis menggunakan 

indikator kecepatan, ketepatan, dan 

kejelasan yang nantinya akan dibahas lebih 

lanjut sesuai dengan kondisi yang ada. 

Transparansi Penanganan Keluhan dalam 

Pelayanan Publik 

Zhao dan Hu dalam (Minardi, 2020) 

menyatakan bahwa dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik perlu 

perlu menerapkan transparansi, guna 

meningkatkan kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah. Transparansi 

merupakan proses penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan yang bersifat 

terbuka dan dapat diketahui dengan 

mudah oleh para pengguna layanan (Yang, 

2020). Sementara itu menurut (Syam et al., 

2021) transparansi meliputi semua kegiatan 

pelayanan yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik dalam 

upaya memenuhi kebutuhan penerima 

pelayanan, serta pelaksanaan ketentuan 

perundang-undangan yang terbuka, 

sederhana, dan mudah diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan, serta 

disediakan secara memadai. , sederhana, 

dan mudah dipahami oleh semua penerima 

layanan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa transparansi merupakan proses 

penyelenggaraan pemerintahan termasuk 

pelayanan publik yang bersifat terbuka 

sederhana, mudah, dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan 

pelayanan.  

Selanjutnya, Dwiyanto dalam 

(Zulpranandy Datau, 2017) menjelaskan 

bahwa terdapat tiga komponen yang 

menjadi acuan dalam mengukur 

transparansi pelayanan publik 

sebagaimana berikut : (1) Mengukur 

besarnya transparansi dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan publik; (2) 

Seberapa cepat pengguna dan pemangku 

kepentingan lainnya dapat memahami 

norma dan proses layanan; dan (3) 

Kemudahan mengakses informasi tentang 

berbagai bidang penyelenggaraan 

pelayanan publik. Penulis menggunakan 

indikator yang dikemukakan oleh 

Dwiyanto (2008) sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas, dikarenakan penulis 

menganggap indikator tersebut sangat 

sesuai dengan fenomena yang ada. 
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Metode 

Pada Penelitian ini peneliti 

menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Penelitian 

kualitatif adalah serangkaian proses 

penyelidikan yang menggunakan teknik 

interpretasi untuk mendeskripsikan, 

memecahkan kode, menerjemahkan, dan 

menyesuaikan dengan maknanya (Cooper, 

D. R., & Schindler, 2011) . Sementara itu 

menurut Cresswel (Cresswel, 2013) 

Metode penelitian kualitatif digunakan 

untuk menyelidiki dan memahami makna 

yang melekat pada berbagai individu atau 

kelompok orang pada situasi sosial atau 

kemanusiaan. Dalam penelitian ini peneliti 

dituntut untuk menggunakan berbagai 

pengumpulan data untuk memperoleh 

data pada suatu periode waktu. Periode 

waktu tersebut ditentukan secara terbatas 

dalam waktu maupun aktivitas penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti menyelidiki 

secara cermat responsivitas dan 

transparansi pemerintah Kota Yogyakarta 

pada rentang waktu 2013-2019. Lokus 

penelitian yaitu di Pemerintah Kota 

Yogyakarta, dengan unit lokasi : Dinas 

Pekerjaan Umum Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta; 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Yogyakarta; UPT Malioboro Kota 

Yogyakarta; Dinas Sosial Kota Yogyakarta. 

Kemudian untuk teknik pengumpulan 

data yang digunakan dilapangan yaitu 

dengan wawancara dan dokumentasi. 

Untuk teknik analisis data meliputi: 

pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Sedangkan untuk teknik keabsahan data 

dengan menggunakan triangulasi sumber. 

 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan 

(UPIK) 

Terbentuknya UPIK berawal dari 

fenomena yang ada seperti tidak semua 

masyarakat Kota Yogyakarta mengetahui 

media ataupun cara untuk menyampaikan 

keluhan atau pengaduan yang mudah 

digunakan, terdapatnya hambatan untuk 

bertemu dengan pejabat atau pihak 

berwenang, serta adanya ketakutan dan 

keengganan masyarakat untuk 

mengadukan pengaduan. (Nurhidayati, 

2019). UPIK, sebagai mekanisme voice di 

Kota Yogyakarta, dipandang sangat 

bermanfaat bagi masyarakat untuk 

menyampaikan berbagai masukan, kritik, 

dan gagasan kepada pemerintah. 

Selanjutnya, UPIK dapat membina kontak 

dan memberikan masukan dari 

masyarakat dan pemerintah. (Fatonie et al., 

2016).  

UPIK mulai diluncurkan dan mulai 

dioperasikan pertama kali yaitu pada 

tahun 2004 yang dioperasikan melalui 

telepon genggam dan ditangani oleh 

seorang staf (BAPPENAS, 2016). 

Masyarakat dapat menghubungi nomor 

telepon yang telah disediakan baik via SMS 

atau telepon untuk melaporkan berbagai 

keluhan ataupun masukan yang berkaitan 

dengan kinerja pemerintah ataupun 

penyelenggaraan layanan publik. Staf 

bertugas kemudian mencatat dan 

melaporkannya pada pemerintah/ SKPD 

yang berwenang atas permasalahan yang 

dikeluhkan/ diadukan oleh masyarakat.  

Pada tahun 2009, Walikota 

Yogyakarta menerbitkan peraturan Nomor 

77 Tahun 2009 untuk merestrukturisasi 

UPIK dan menggantikan Surat Keterangan 

Walikota  Nomor 86 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu 

Satu Atap Kota Yogyakarta. Didalam 
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Peraturan tersebut juga dituliskan 

mengenai media yang dapat digunakan 

oleh masyarakat untuk mengakses 

keluhannya melalui layanan UPIK : 

Telepon dan faksimile, Short Message 

Service (SMS), Internet melalui website, E-

mail, Langsung/tatap muka dengan Admin 

UPIK, Surat atau faxcimile. Kemudian, 

didalam peraturan ini juga 

menggambarkan alur/ prosedur dalam 

penyampaian informasi atau keluhan agar 

masyarakat kota Yogyakarta mengetahui 

dengan jelas tentang tata cara dalam 

menyampaikan informasi atau keluhan 

melalui UPIK.  

Pesan masukan masyarakat yang 

masuk ke admin UPIK langsung diterima 

oleh Admin UPIK dan dicatat (diketik) 

kembali oleh admin UPIK kemudian di 

verifikasi. Dari hasil verifikasi, nantinya 

dapat diketahui pesan yang dapat 

diselesaikan dan pesan yang tidak dapat 

diselesaikan oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta. Pesan yang dapat diselesaikan 

merupakan pesan yang menjadi 

kewenangan dan merupakan kompetensi 

Pemerintah Kota Yogyakarta yang 

selanjutnya akan disampaikan/ diteruskan 

kepada instansi/SKPD terkait yang 

berwenang membalas/ menindaklanjuti 

keluhan tersebut. Sementara pesan yang 

dianggap bukan merupakan kewenangan 

Pemkot akan dihapus oleh admin.  

Berdasarkan Peraturan Walikota 

Nomor 77 Tahun 2009 batas waktu admin 

UPIK dalam meneruskan keluhan ke 

SKPD/instansi terkait yaitu dalam kurun 

waktu 1 kali 24 jam. Sementara itu, batas 

waktu admin UPIK untuk memberikan 

respon keluhan terhadap instansinya 

adalah 2 kali 24 jam sejak laporan diterima. 

Batas waktu untuk merespon 

permasalahan yang membutuhkan 

komunikasi dan koordinasi tindak lanjut 

yang melibatkan beberapa SKPD yaitu 6 

kali 24 jam sejak laporan diterima. 

Perkembangan Unit Pelayanan Informasi 

dan Keluhan  (UPIK) 

Pada tahun 2013, diluncurkan UPIK 

versi website, dimana masyarakat yang 

memiliki fasilitas berupa komputer/ smart 

phone dan jaringan internet dapat 

menyampaikan keluhannya dengan 

mengakses website UPIK 

(http://upik.jogjakota.go.id). UPIK berbasis 

web ini juga dapat memudahkan operator 

dalam mengolah pesan. Operator tidak lagi 

mengelola pesan yang masuk dengan cara 

yang konvensional melainkan dapat 

mengolah pesan yang masuk secara 

otomatis. Hal ini juga senada dengan 

pendapat Robertson dalam (Meilani & 

Hardjosoekarto, 2020)  yang mengatakan 

bahwa teknologi telah membawa 

perubahan dalam birokrasi seperti adanya 

prosedur yang cepat, transparansi, efisiensi 

dan efektivitas dalam pelayanan publik. 

Jika birokrasi tradisional berkaitan dengan 

“arsip”, saat ini birokrasi modern dengan 

adanya sentuhan digital (teknologi) tidak 

lagi berkaitan dengan “arsip” melainkan 

“jejak digital”. Alur/ prosedur yang 

digunakan sama seperti dengan alur/ 

prosedur penyampaian keluhan sebelum 

menggunakan web.  

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota 

Yogyakarta membuat aplikasi yang dapat 

menunjang implementasi kota pintar 

(smart city) yang terintegrasi dengan 

membuat aplikasi layanan publik yaitu 

Jogja Smart Service (JSS) dengan konsep 

single ID dan single window. Dalam JSS 

tersebut terdapat berbagai layanan publik 

yang dapat diakses dan digunakan oleh 

masyarakat dengan cara mendaftarkan diri 

menggunakan Nomor Induk 

Kependudukan, kemudian dapat 

mengakses berbagai layanan yang 

dibutuhkan. Inovasi dalam layanan publik 
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dirancang untuk memberikan kemudahan, 

kesederhanaan, dan efisiensi biaya bagi 

seluruh masyarakat.  Salah satu layanan 

yang terdapat dalam JSS adalah layanan 

keluhan (UPIK) dengan tujuan untuk 

memberikan alternatif saluran 

penyampaian keluhan dan informasi bagi 

warga. Selain itu, pengembangan ini juga 

bertujuan untuk menambahkan fitur-fitur 

seperti penyematan foto dan identifikasi 

lokasi kejadian yang tidak terdapat/ 

terbatas pada pilihan media sebelumnya 

(Diskominfo Kota Yogyakarta, 2018).  

Responsivitas Penanganan Keluhan di 

Kota Yogyakarta  

Responsivitas merupakan 

kemampuan organiasasi atau pemerintah 

sebagai pemberi pelayanan dalam 

mengetahui dan mengenali kebutuhan dan 

harapan masyarakat melalui permasalahan 

yang sedang berkembang dimasyarakat. 

Mc Camy (2015) menyebutkan bahwa agar 

responsif pemerintah harus memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat 

secara demokratis. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Yuwanto dan Orbawati 

(2018) bahwa agar responsif pemerintah 

harus mengimplentasikan kebijakan dan 

menyelenggarakan pelayanan publik 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dalam mengukur responsivitas 

pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

menangani keluhan, penulis 

menggunakan tiga indikator yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kecepatan. Sesuai dengan Perwako 

Nomor 77 tahun 2009, petugas/ admin 

UPIK paling lambat meneruskan 

laporan kepada SKPD yang berwenang 

menyelesaikan keluhan adalah 1 kali 24  

jam sejak laporan diterima. 

Selanjutnya, batas waktu bagi admin 

UPIK untuk memberikan respon 

keluhan terhadap instansinya yaitu 2 

kali 24 jam sejak laporan diterima. 

Kemudian batas waktu yang 

diperlukan untuk merespon 

permasalahan yang memerlukan 

koordinasi tindak lanjut dan 

melibatkan beberapa SKPD yaitu 6 kali 

24 jam sejak laporan diterima.  

Untuk melihat kecepatan pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam menangani 

keluhan, penulis mengambil beberapa 

keluhan secara acak yang 

menunjukkan keluhan yang ditangani 

sesuai dengan ketentuan waktu yang 

ditetapkan dan keluhan yang ditangani 

melampaui batas waktu yang telah 

ditetapkan. 

2. Ketepatan. Ketepatan disini 

maksudnya adalah tepat atau tidaknya 

baik admin UPIK maupun masyarakat 

dalam menyampaikan laporan yang 

sesuai dengan isi keluhan maupun 

yang sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi (kewenangan) yang dimiliki 

oleh SKPD. Namun, faktanya yang 

terjadi dilapangan masih ditemukan 

laporan yang tidak tepat (salah alamat) 

sebagaimana yang ditunjukkan pada 

tabel berikut : 

Tabel 2. 

Jumlah Pesan Jumlah Pesan Salah Alamat 

(Januari 2013 – 1 September 2019) 

Tahun Jumlah Pesan 

2013 11 

2014 77 

2015 109 

2016 119 

2017 75 

2018 0 

2019 4 

Sumber : Diskominfo Kota Yogyakarta, 2019 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat 

bahwa dalam penyampaian pesan masih 

terdapat kendala berupa ketidaktepatan 
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tujuan (kesalahan alamat pengiriman). Hal 

ini juga didukung dengan pernyataan Staf 

Bagian Humas Setda Kota Yogyakarta 

sebagaimana berikut : 

“Sebetulnya memang masih 

terdapat kendala dalam 

responsivitas penanganan keluhan 

di Kota Yogyakarta. Seperti adanya 

pesan yang salah alamat (tujuan). 

Ini penyebabnya tidak hanya 

berasal dari admin UPIK yang salah 

meneruskan pesan pada admin 

SKPD. Namun dari masyarakat 

juga ada yang salah 

mengkategorikan pesan. Semenjak 

adanya UPIK yang terhubung 

dengan aplikasi JSS, masyarakat 

dapat mengirimkan keluhannya 

langsung pada admin SKPD, tidak 

harus melalui admin UPIK lagi. 

Nah, dalam pengkategorian 

tersebut masih banyak yang salah 

kategori. Sehingga, masih 

ditemukan keluhan yang tidak 

sesuai dengan tupoksi SKPD yang 

ditujukan.” (Wawancara dengan 

Septiriyan Praditya, pada tanggal 27 

Agustus 2019 pukul 10.55 WIB) 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat 

bahwa dalam penyampaian pesan masih 

terdapat kendala berupa ketidaktepatan 

tujuan (kesalahan alamat pengiriman). 

Dari data baik berupa data 

sekunder maupun data primer berupa 

wawancara yang telah penulis sajikan, 

dalam hal penyampaian keluhan memang 

harus dibutuhkan ketelitian atau 

pengetahuan terkait dengan tugas pokok 

dan fungsi atau kewenangan SKPD agar 

tidak ditemukan pesan yang salah tujuan. 

3. Kejelasan. Kejelasan yang dimaksud 

adalah kejelasan jawaban yang 

diberikan oleh setiap SKPD melalui 

admin atas keluhan yang telah 

disampaikan. Kejelasan tanggapan 

merupakan hal yang penting dalam 

penanganan keluhan, karena hal ini 

nantinya akan berimplikasi pada 

kepuasan masyarakat. Dalam 

penelusuran keluhan, penulis 

menemukan keluhan yang belum 

ditangani oleh pemerintah Kota 

Yogyakarta, namun status keluhan 

sudah terselesaikan.  

Transparansi Penanganan Keluhan di 

Kota Yogyakarta  

Transparansi merupakan proses 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat 

diketahui dengan mudah oleh para 

pengguna layanan (Dwiyanto 2008). Untuk 

mengukur transparansi pemerintah Kota 

Yogyakarata dalam menangani keluhan, 

penulis menggunakan tiga indikator 

sebagaimana berikut : 

1. Keterbukaan. Dalam penanganan 

keluhan pemerintah Kota Yogyakarta 

telah memberikan keterbukaan kepada 

masyarakaat terkait dengan informasi 

mengenai penyampaian keluhan 

hingga time line (status) keluhan yang 

telah disampaikan. Masyarakat dapat 

melihat status keluhan yang telah 

disampaikan melalui website UPIK 

atau menggunakan akun JSS. 

Didalamnya terdapat tiga warna, yaitu 

warna merah menunjukkan bahwa ada 

laporan yang masuk, warna kuning 

menunjukkan laporan yang sedang 

dikerjakan, dan warna hijau 

menandakan untuk laporan yang telah 

disediakan. Status keluhan yang telah 

disampaikan dapat ditelusuri nama 

admin UPIK yang menerima keluhan, 

admin SKPD yang menerima keluhan, 

dan nama petugas yang menyelesaikan 

laporan tersebut. Pada time line 
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tersebut dilengkapi waktu (jam dan 

tanggal) dari laporan diterima hingga 

laporan tersebut terselesaikan. 

(selengkapnya dapat dilihat pada 

lampuran 4 sampai dengan lampiran 

7). Sehingga dengan adanya 

keterbukaan dalam penanganan 

keluhan yang seperti ini, masyarakat 

dapat memantau kinerja pemerintah 

dalam menangani keluhan. 

2. Kemudahan peraturan dan prosedur 

untuk dipahami oleh 

masyarakat.sebenernya prosedur yang 

diterapkan dalam penangana keluhan 

di UPIK Kota Yogyakarta mudah untuk 

dipahami, namun ada beberapa orang 

yang belum memahami prosedur 

penyampaian keluhan melalui aplikasi 

JSS. Hal ini menyebabkan terdapat 

beberapa keluhan yang salah tujuan. 

Sehingga menghambat dalam proses 

penanganan keluhan. masyarakat yang 

tidak begitu memahami prosedur atau 

alur penyampain keluhan melalui 

aplikasi JSS, dapat menyampaikan 

keluhannya melalui website UPIK, sms 

bahkan dengan cara konvensional yang 

langsung datang mengunjungi kantor 

UPIK. Berbagai alternatif ini diberikan 

oleh pemerintah Kota Yogyakarta 

untuk meberikan kemudahan pada 

masyarakat dalam menyalurkan apa 

yang dirasakan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik di Kota Yogyakarta.  

3. Kemudahan untuk memperoleh 

informasi penanganan keluhan. 

Masyarakat dapat mengakses website 

UPIK untuk mendapatkan berbagai 

informasi terkait dengan penanganan 

keluhan di Yogyakarata. Namun, 

kendalanya disini adalah tidak semua 

masyarakat Kota Yogyakarta yang 

mahir dalam mengaplikasikan 

teknologi dan mengoperasikan 

komputer atau smartphone. 

Dari kedua pendekatan yang telah 

penulis jelaskan diatas yaitu responsivitas 

dan transparansi penanganan keluhan di 

Kota Yogyakarta, penulis menemukan  hal-

hal yang dapat mendorong atau 

mempengaruhi responsivitas dan 

transparansi pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam menangani keluhan. Berdasarkan 

fenomena yang ada, penulis menemukan 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

responsivitas pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam menangani keluhan. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya adalah : 

1. Sumber Daya Manusia. SDM 

merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting bagi organisasi untuk 

mencapai keberhasilannya. Selaras 

dengan pernyataan (Suwanto & 

Priansa, 2016) yang menyatakan bahwa 

SDM adalah faktor utama dalam suatu 

organisasi. Tentunya dalam menangani 

keluhan, setiap SDM dituntut untuk 

memiiliki pengetahuan dan 

keterampilan untuk menyelesaikan 

laporan. Seperti admin/ operator, 

idealnya, SDM yang berada pada posisi 

tersebut memiliki pengalaman atau 

pengetahuan terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi maupun 

kewenangan setiap SKPD yang ada di 

Kota Yogyakarta. Kemudian, tidak 

semua SDM yang memiliki komitmen 

untuk merespon dan menindaklanjuti 

laporan yang masuk, karena merespon 

keluhan adalah bukan tugas utama. 

Seperti yang terdapat pada kutipan 

berikut : 

“Terkadang ada admin SKPD yang 

menyebutkan bahwa 

pekerjaannya banyak, numpuk-

numpuk. Pekerjaan pokok saja 

menyita banyak waktu. jadi 

kadang lupa untuk membuka 
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UPIK. Jadi ya kadang-kadang 

mereka merespon melebihi atau 

tidak sesuai dengan waktu yang 

ditentukan.” (Wawancara dengan 

Septiriyan Praditya, pada tanggal 

27 Agustus 2019 pukul 10.55 WIB) 

2. Kepemimpinan. Ivancevich (Gibson, 

Ivancevich, 1997) mengatakan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi aktivitas individu 

maupun kelompok dalam mencapai 

tujuan. Dalam menangani keluhan, 

tentunya pemimpin harus mampu 

mempengaruhi maupun memotivasi 

anggotanya untuk bekerja dengan 

kualitas terbaik serta inovatif dalam 

menyelesaikan keluhan. Yaitu dengan 

merespon setiap keluhan yang masuk 

dan memberikan arahan terkait dengan 

tindak lanjut setiap keluhan yang 

masuk. Dengan arahan dorongan yang 

baik dari pemimpin, tentunya nanti 

akan berpengaruh pada kualitas kerja 

yang diberikan oleh anggota pada 

instansinya.  

3. Komunikasi. Chester (Walsh & Brady, 

2019) menyebutkan bahwa komunikasi 

merupakan salah satu unsur pokok 

bagi suatu organisasi yang dapat 

membuat sistem kerja sama menjadi 

lebih dinamis pada organisasi, serta 

mampu menghubungkan tujuan 

organisasi pada partisipasi setiap 

individu yang ada didalamnya. Dalam 

penanganan keluhan di Kota 

Yogyakarta masih terdapat beberapa 

keluhan yang melebihi batas waktu 

yang telah ditetapkan. Keluhan ini 

merupakan keluhan yang menjadi 

wewenang beberapa instansi. Sehingga 

dalam penanganannya memerlukan 

komunikasi untuk berkoordinasi. 

Faktanya, masih ada instansi yang 

menciptakan komunikasi yang efektif 

dalam menangani keluhan. Sehingga 

menyebabkan waktu respon 

melampaui batas. 

Kesimpulan 

Berdasarkan fenomena dalam 

penanganan keluhan masyarakat di Kota 

Yogyakarta, dapat disimpulkan 

responsivitas dan transparansi pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam menangani 

keluhan belum maksimal. Dari sisi 

responsivitas ditandai dengan adanya 

keluhan yang masih belum ditindaklanjuti 

oleh pemerintah dan ditemukannya 

keluhan yang salah tujuan (salah alamat). 

Kemudian, pemerintah Kota Yogyakarta 

juga belum menciptakan komunikasi yang 

efektif untuk berkoordinasi menyelesaikan 

keluhan yang melibatkan beberapa 

instansi/ SKPD, sehingga membuat 

keluhan tersebut selesai melampaui batas 

waktu yang telah ditetapkan. Sementara 

dari sisi transparansi, pemerintah Kota 

Yogyakarta tidak memberikan indikator-

indikator keluhan seperti apa yang dapat 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta. Hal ini menyebabkan 

masyarakat tidak mengetahui kriteria 

keluhan yang dapat ditindaklanjuti oleh 

pemerintah Kota Yogyakarta. 
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